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Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk penyaluran dana PT. Bank Sumut 
Cabang Syariah Medan dalam pemberian modal kerja yang bertujuan untuk membina kerja sama 
antara pihak yang memiliki modal kerja tetapi tidak memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang 
usaha dengan pihak yang tidak memiliki modal kerja tetapi memiliki modal kewirausahaan (nasabah). 
Sebagai perwujudan dari kepedulian sosial PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan mendorong 
pertumbuhan ekonomi  kerakyatan dan perbaikan lingkungan masyarakat sebagai Bank Pemerintah 
Daerah Sumatera Utara (BPDSU). Dalam pengajuan pembiayaan mudharabah bank menetapkan 
prosedur untuk menghindari resiko pembiayaan, selain itu juga bank melakukan pencatatan akuntansi 
atas pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil. Penulis melakukan penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui secara langsung mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dengan 
sistem bagi hasil untuk memperluas pengetahuan penulis tentang pencatatan akuntansi dalam bidang 
perbankan khususnya tentang pembiayaan mudharabah. Melalui sumber data primer dan skunder 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi serta data dianalisis dan 
dikembangkan menggunakan metode deskriptif. Perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. Bank Sumut 
Cabang Syariah Medan sesuai prinsip dalam akuntansi dikarenakan alasan kehati-hatian, pengakuan 
pendapatan diterapkan pencatatan secara cash basis sedang pengakuan biaya secara accrual basis 
sesuai dengan ketentuan PSAK 105 tentang akuntansi pembiayaan mudharabah (bagi hasil). 
 






Akhir-akhir ini terjadi suatu peningkatan 
terhadap kajian bidang akuntansi menuju 
akuntansi dalam perspektif Islam atau 
akuntansi syariah. Beberapa isu yang 
mendorong munculnya akuntansi syariah 
adalah masalah harmonisasi standar akuntansi 
internasional di Negara-negara Islam, dan 
kajian ulang filsafat tentang konstruksi etika 
dalam pengembangan teori akuntansi sampai 
pada masalah penilaian (Asset) dalam 
akuntansi. 
Adapun ciri-ciri akuntansi syariah adalah 
sebagai berikut : 
1. Menggunakan nilai-nilai etika sebagai 
dasar penggunaan akuntansi. 
2. Memberi arah atau stimulasi timbulnya 
perilaku etis. 
3. Berlaku adil terhadap semua pihak. 
4. Menyeimbangkan sifat egoistic dan 
altruistic, dan 
5. Mempunyai kepedulian terhadap 
lingkungan. 
Dan aspek yang mendorong akuntansi 
persfektip Islam atau akuntansi syariah di 
Indonesia adalah dengan munculnya 
perbankan syariah. Bank syariah dalam 
usahanya memberikan pembiayaan dan jasa 
lainnya selalu berdasarkan pada prinsip syariah 
dan tidak menggunakan sistem bunga untuk 
aktivitas perbankannya. Karena bunga 
merupakan jenis riba yang diharamkan dalam 
Islam. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan 
dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 278-279 
yaitu : 
“Wahai orang-orang yang beriman, 
bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah 
sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang 
beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan 
(perintah itu), maka ketahuilah bahwa Allah dan 
Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu 
bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu 
tidak menganiaya dan tidak dianiaya”. 
Terdapat beberapa pembiayaan yang 
ditawarkan oleh bank syariah dan salah satu 
produknya adalah Pembiayaan Mudharabah. 
Pembiayaan yang menggunakan sistem bagi 
hasil antara nasabah dengan bank dalam 
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pembagian keuntungannya sesuai dengan 
nisbah yang disepakati pada saat akad. Pada 
pembiayaan mudharabah diterapkan keadilan, 
kejujuran, dan transparansi dari kedua belah 
pihak. Adapun yang dimaksud dengan prinsip 
bagi hasil dalam peraturan pemerintah adalah 
prinsip muamalat berdasarkan syariah dalam 
melakukan kegiatan usaha bank. Muamalat 
diartikan sebagai kegiatan jual beli, utang 
piutang, dsb. Nilai tambah itulah yang 
mengakibatkan bank syariah semakin diminati 
oleh masyarakat. 
Akuntansi syariah ini untuk menghindari 
terjadinya praktek kecurangan seperti earning 
management, income smoothing, window 
dressing, lapping dan teknik-teknik lainnya 
yang biasa digunakan oleh manajemen 
perusahaan konvensional dalam penyusunan 
laporan keuangan. Akuntansi syariah bukan 
selalu bicara angka. Sebaliknya, domain 
akuntansi juga mengukur perilaku (behavior). 
Konsekuensinya, akuntasi Islam menjadi 
pelopor dalam penegakan ketertiban 
pembukuan, pembagian yang adil, pelarangan 
penipuan mutu, timbangan, bahkan termasuk 
mengawasi agar tidak terjadi benturan 
kepentingan antara perusahaan yang bisa 
merugikan kalangan lain. Dalam penyusunan 
akuntansi Islam kemungkinan ada persamaan 
dengan akuntansi konvensional khususnya 
dalam teknik dan operasionalnya. Seperti 
dalam bentuk pemakaian buku besar, system 
pencatatan, proses penyusunan bisa sama. 
Namun perbedaan akan kembali mengemuka 
ketika membahas subtansi dari isi laporannya, 
karena berbedanya filosofi. 
Pada penerapan sistem syariah, tentu 
mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang 
berbeda dengan akuntansi konvensional pada 
umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan 
metode pengukuran akuntansi, terutama 
pembiayaan mudharabah harus sesuai dengan 
peraturan perbankan dan ketentuan syariah 
yang telah diatur. Dan pada saat akad 
penyaluran pembiayaan mudharabah harus 
terdapat kepastian mengenai persentase 
perolehan bagi hasil keuntungan usaha yang 
dibiayai. Bank harus menetapkan mekanisme 
perhitungan yang jelas tentang persentase bagi 
hasil keuntungan usaha yang kesemuanya 
dapat berbeda dengan tiap-tiap bank syariah. 
Berdasarkan keuntungan yang dibagikan 
kepada masing-masing pihak tergantung dari 
kesepakatan pada saat transaksi atau akad 
dilaksanakan. Oleh karena pembiayaan 
mudharabah merupakan salah satu produk 








Kalau kita cermati surat Al-Baqarah ayat 
282, Allah memerintahkan untuk melakukan 
penulisan secara benar atas segala transaksi 
yang pernah terjadi selama melakukan 
muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat 
digunakan sebagai informasi untuk 
menentukan apa yang akan diperbuat oleh 
seseorang. Sehubungan dengan ini, definisi 
akuntansi syariah diantarnya : 
Nurhayati dan Wasilah (2009) 
mendefinisikan Akuntansi Syariah sebagai 
identifikasi transaksi yang kemudian diikuti 
dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, 
serta pengikhtisaran transaksi, sehingga 
menghasilkan laporan keuangan yang dapat 
digunakan untuk pengambilan keputusan. 
Selanjutnya Harahap (2004) menjelaskan 
bahwa Akuntansi menurut Agama Islam adalah 
berhubungan dengan pengakuan, pengukuran 
dan pencatatan transaksi dan pengungkapan 
hak-hak dan kewajiban secara adil. 
Muhammad (2005) mendefinisikan 
Akuntansi sebagai seni pencatatan, 
penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara 
tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi 
dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan 
dan termasuk penafsiran hasilnya. 
Akuntansi juga merupakan satu kegiatan 
jasa yang berfungsi memberikan informasi 
kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, 
mengenai suatu badan ekonomi yang 
dimaksudkan untuk digunakan dalam 
pengambilan keputusan ekonomi, yang 
digunakan dalam memilih diantara beberapa 
alternative. (Sofyan Syafri, 1997). 
Secara filosofis teori akuntansi syariah 
memiliki beberapa prinsip yang bertujuan untuk 
menciptakan peradaban dengan wawasan 
humanis, teological,  emansipatoris dan 
transedental. (Triyuwono, 2006), Yaitu : 
1. Humanis berarti sifat manusiawi, sesuai 
dengan fitrah manusia, dan dapat 
dipraktekan sesuai dengan kapasitas yang 
dimiliki oleh manusia sebagai mahluk 
Tuhan yang selalu berinteraksi dengan 
orang lain secara dinamis. 
2. Teological diartikan bahwa akuntansi tidak 
sekedar memberikan informasi untuk 
pengambilan keputusan, tetapi juga wujud 
pertanggungjawaban manusia kepada 
Tuhannya, sesama manusia dan alam 
semesta. 
3. Emansipatoris, yaitu mampu melakukan 
perubahan-perubahan yang signifikan 
terhadap teori dan praktek akuntansi 
modern.  
4. Transedental berarti melintas batas disiplin 
ilmu akuntansi itu sendiri. 
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Muhammad (2005) menjelaskan bahwa 
nilai pertanggungjawaban, keadilan dan 
kebenaran selalu melekat dalam sistem 
akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu 
saja telah menjadi prinsip dasar yang universal 
dalam operasional akuntansi syariah. Adapun 
makna yang terkandung dalam tiga prinsip 
umum tersebut adalah : 
 
1. Prinsip Pertanggungjawaban 
Prinsip pertanggungjawaban atau 
accountability merupakan konsep yang 
tidak asing lagi di kalangan masyarakat 
muslim. Pertanggungjawaban selalu 
berkaitan dengan konsep amanah. Bagi 
kaum muslim, persoalan amanah 
merupakan hasil transaksi manusia dengan 
sang Khaliq mulai dari alam kandungan. 
Manusia diciptakan oleh Allah sebagai 
khalifah di muka bumi. Manusia dibebani 
amanah oleh Allah untuk menjalankan 
fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti 
kekhalifahan adalah menjalankan atau 
menunaikan amanah. 
2. Prinsip Keadilan 
Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat 
Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan 
dalam melakukan transaksi. Prinsip 
keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang 
sangat penting dalam etika kehidupan 
sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan 
nilai yang secara inheren melekat dalam 
fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa 
manusia itu pada dasarnya memiliki 
kapasitas dan energi untuk berbuat adil 
dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan 
kata lain, tidak ada window dressing dalam 
praktik akuntansi perusahaan. 
3. Prinsip Kebenaran 
Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak 
dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. 
Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi 
kita akan selalu dihadapkan pada masalah 
pengakuan, pengukuran dan pelaporan. 
Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan 
baik apabila dilandaskan pada nilai 
kebenaran. Kebenaran ini akan dapat 
meciptakan keadilan dalam mengakui, 
mengukur dan melaporkan transaksi-
transaksi ekonomi. 
 
Mekanisme prosedur perhitungan bagi 
hasil yang diterapkan di dalam perbankan 
syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: 
1. Profit Sharing 
Profit sharing menurut etimologi Indonesia 
adalah bagi keuntungan. Dalam kamus 
ekonomi diartikan pembagian laba. Profit 
secara istilah adalah perbedaan yang 
timbul ketika total pendapatan (total 
revenue) suatu perusahaan lebih besar dari 
biaya total (total cost). Didalam istilah lain 
profit sharing adalah perhitungan bagi hasil 
didasarkan kepada hasil bersih dari total 
pendapatan setelah dikurangi dengan 
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh pendapatan tersebut. Dalam 
profit sharing, keuntungan yang didapat 
dari hasil usaha tersebut akan dilakukan 
pembagian setelah dilakukan perhitungan 
terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan selama proses usaha. 
Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa 
negatif, artinya usaha merugi, positif berarti 
ada angka lebih sisa dari pendapatan 
dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya 
antara pendapatan dan biaya menjadi 
balance. Keuntungan yang dibagikan 
adalah keuntungan bersih (net profit) yang 
merupakan lebihan dari selisih atas 
pengurangan total cost terhadap total 
revenue.  
2. Revenue Sharing  
Revenue sharing berasal dari bahasa 
Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, 
revenue yang berarti hasil, penghasilan, 
pendapatan. Sharing adalah bentuk 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 21 / 
PBI / 2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang 
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang 
Melaksanakan Kegiatan Usaha 
Berdasarkan Prinsip Syariah, psl 1 ayat (5)  
kata kerja dari share yang berarti bagi atau 
bagian. Revenue sharing berarti 
pembagian hasil, penghasilan atau 
pendapatan. Dan yang dimaksud dengan 
revenue sharing adalah perhitungan bagi 
hasil didasarkan kepada total seluruh 
pendapatan yang diterima sebelum 
dikurangi dengan biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 
tersebut. Sistem revenue sharing berlaku 
pada pendapatan bank yang akan 
dibagikan dihitung berdasarkan 
pendapatan kotor (gross sales), yang 
digunakan dalam menghitung bagi hasil 
untuk produk pendanaan bank. Di dalam 
revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri 
dari total biaya (total cost) dan laba (profit). 
Laba bersih (net profit) merupakan laba 
kotor (gross profit) dikurangi biaya distribusi 
penjualan, administrasi dan keuangan.  
 
Dalam mudharabah istilah profit and loss 
sharing tidak tepat digunakan karena yang 
dibagi hanya keuntungannya saja (profit) tidak 
termasuk kerugiannya (loss). Menggunakan 
istilah prinsip bagi hasil seperti digunakan 
dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998, 
karena apabila usaha tersebut gagal kerugian 
tidak dibagi diantara pemilik dana dan 
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pengelolah dana, tetapi harus ditanggung 
sendiri oleh pemilik dana. 
Pembagian hasil usaha mudharabah 
dapat dilakukan berdasarkan pengakuan 
penghasilan usaha mudharabah dalam praktik 
dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil 
atas realisasi penghasilan hasil usaha dari 
pengelola dana. Tidak diperkenankan 
mengakui pendapatan dari proyeksi hasil 
usaha. Untuk menghindari perselisihan dalam 
hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola 
dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya 
apa saja yang dapat dikurangkan dari 
pendapatan. 
Contoh perhitungan bagi hasil (bank 
sebagai pemilik dana) 
 
Penjualan Rp.1.000.000 
HPP (Rp   650.000)  
Laba kotor Rp.   350.000  
Biaya-biaya (Rp    250.000) 
Laba (rugi) bersih Rp.   100.000 
 
a) Metode profit sharing dengan nisbah bank 
syariah : pengelola = 30:70 
Bank syariah  :  30 % x Rp.100.000   
  =  Rp.30.000 
Pengelola  : 70 % x Rp.100.000  
  =  Rp. 70.000 
 
b) Metode revenue sharing dengan nisbah 
bank syariah : pengelola = 10:90 
Bank syariah : 10 % x Rp.350.000  
   = Rp.  35.000 
 Pengelola  : 90 % x Rp.350.000  
  = Rp.315.000 
 
Jika akad mudharabah melebihi satu 
periode pelaporan, penghasilan usaha diakui 
dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai 
nisbah yang disepakati (PSAK 105 Par 20). 
Mudharabah adalah akad kerjasama 
usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan 
mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi 
hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha 
mengalami kerugian maka seluruh kerugian 
ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika 
ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan 
oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, 
kecurangan dan penyalahgunaan dana 
(Nurhayati dan Wasilah, 2009). 
a. Jenis Akad Mudharabah :  
1. Mudharabah Muthalaqah.  
Mudharabah dimana pemilik dananya 
memberikan kebebasan kepada 
pengelola dana dalam pengelolaan 
investasinya. Mudharabah ini disebut 
juga investasi tidak terikat. 
 
2. Mudharabah Muqayyadah. 
Mudharabah yang pemilik dananya 
memberikan batasan kepada pengelola 
dana mengenai lokasi, cara dan atau 
objek ivestasi atau sektor usaha. 
Mudharabah jenis ini disebut juga 
investasi terikat. 
3. Mudharabah Musyarakah.  
Mudharabah yang pengelola dananya 
turur menyertakan modal dananya dalam 
kerjasama investasi. 
b. Rukun Mudharabah adalah : 
1. Orang yang berakad : 
a) Pemilik modal atau shohibul maal 
atau rabbul maal 
b) Pelaksanaan atau usahawan atau 
mudharib 
2. Objek Mudharabah berupa Modal atau 
maal 
3. Ijab Qabul atau Serah Terima 
4. Nisbah Keuntungan 
c. Berakhirnya akad Mudharabah 
Akad mudharabah dapat berakhir karena 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Dalam hal mudharabah tersebut 
dibatasi waktunya, maka mudharabah 
berakhir pada waktu yang telah 
ditentukan. 
2. Salah satu pihak memutuskan 
mengundurkan diri. 
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau 
hilang akal. 
4. Pengelola dana tidak menjalankan 
amanahnya sebagai pengelola usaha 
untuk mencapai tujuan sebagaimana 
dituangkan dalam akad. Sebagai pihak 
yang mengemban amanah ia harus 
beritikad baik dan hati-hati. 
5. Modal sudah tidak ada. 
 
Dana mudharabah yang disalurkan oleh 
pemilik dana diakui sebagai investasi 
mudharabah pada saat pembayaran kas atau 
penyerahan asset non kas kepada pengelola 
dana. 
Pengukuran investasi mudharabah 
1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas 
diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 
2) Investasi mudharabah dalam bentuk asset 
nonkas diukur sebesar nilai wajar asset 
nonkas pada saat penyerahan. 
 
Nilai dari investasi mudharabah dalam 
bentuk asset nonkas harus disetujui oleh 
pemilik dana dan pengelola dana pada saat 
kontrak. Ketika sebuah kontrak telah 
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disepakati, maka kontrak tersebut menjadi 
sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh 
kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang 
dilakukan oleh salah satu pihak, baik shahib al-
mal atau mudharib, maka kontrak menjadi 
gugur tidak berlaku lagi. 
Nurhayati dan Wasilah (2009) menyatakan 
bahwa ada 2 alasan tidak digunakannya dasar 
historical cost untuk mengukur asset nonkas, 
yaitu : 
1. Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak 
yang melakukan kontrak untuk mencapai 
satu tujuan akuntansi keuangan. 
2. Penggunaan nilai yang disetujui (agreed 
value) oleh pihak bank yang melakukan 
kontrak untuk nilai asset nonkas menuju 
aplikasi konsep representational faithfulnes 
dalam pelaporan Investasi mudharabah 
dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah 
yang dibayarkan. Jurnal pada saat 
penyerahan kas : 
Dr. Investasi mudharabah  xxx 
 Cr. Kas        xxx 
 
Investasi mudharabah dalam bentuk asset 
nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas 
pada saat penyerahan, kemungkinan ada 2 : 
1. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai 
tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai 
keuntungan tanggguhan dan diamortisasi 
sesuai jangka waktu akad mudharabah. 
Jurnal pada saat penyerahan asset 
nonkas: 
Dr. Investasi mudharabah xxx 
 Cr. Keuntungan tangguhan    xxx 
 Cr. Asset nonkas     xxx 
 
Jurnal Amortisasi keuntungan tangguhan : 
Dr. Keuntungan tangguhan xxx 
 Cr. Keuntungan         xxx 
 
2. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai 
tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai 




Dr. Investasi mudharabah xxx 
 Cr. Keuntungan tangguhan    xxx 
Cr. Asset nonkas mudharabah    xxx 
 
Investasi mudharabah yang diberikan 
dalam asset (nonkas) dan asset nonkas 
tersebut mengalami penurunan nilai pada saat 
atau setelah barang dipergunakan secara 
efektif  dalam kegiatan usaha mudharabah, 
maka kerugian tersebut tidak langsung 
mungurangi jumlah investasi, namun 




Dr. Kas xxx 
Dr. Kerugian investasi mudharabah  xxx 
Cr. Pendapatan bagi  
hasil mudharabah       xxx 
 
a. Kerugian 
Kerugian yang terjadi dalam suatu periode 
sebelum akad mudharabah berakhir. 
Pencatatan kerugian yang terjadi dalam 
suatu periode sebelum akad mudharabah 
berakhir diakui sebagai kerugian dana 
dibentuk penyisihan kerugian investasi. 
 
Jurnal : 
Dr. Kerugian investasi mudharabah  xxx 
 Cr. Penyisihan kerugian  
investasi mudharabah       xxx 
 
Catatan : 
“Tujuan dicatat sebagai penyisihan agar 
jelas nilai awal mudharabah” 
 
b. Hasil usaha 
Bagian hasil usaha yang belum dibayar 
oleh pengelola dana diakui sebagai 
piutang. 
 
 Jurnal : 
 Dr. Piutang pendapatan bagi hasil xxx 
  Cr. Pendapatan bagi hasil  
  mudharabah        xxx 
   
Pada saat pengelola dana membayar bagi 
hasil 
 
  Jurnal : 
 Dr. Kas xxx 
  Cr. Piutang pendapatan 
  bagi hasil        xxx 
 
c. Akad mudharabah berakhir 
Pada saat akad mudharabah berakhir, 
selisih antara investasi mudharabah 
setelah dikurangi penyisihan kerugian 
investasi dan pengambilan investasi 




 Dr. Kas / Piutang / Asset nonkas   xxx 
Dr. Penyisihan  
kerugian investasi       xxx 
 Cr. Investasi mudharabah      xxx 
 Cr. Keuntungan        xxx 
ATAU 
Dr. Kas / Piutang / Asset nonkas xxx 
  Dr. Penyisihan kerugian  
  investasi        xxx 
  Dr. Kerugian         xxx 
  Cr. Investasi mudharabah      xxx 
 
d. Penyajian 
Pemilik dana menyajikan investasi 
mudharabah dalam laporan keuangan 
sebesar nilai tercatat 
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 Pemilik dana mengungkapkan hal-hal 
yang terkait dengan transaksi 
mudharabah, tetapi tidak terbatas 
kepada : 
1) Isi kesepakatan utama usaha 
mudharabah, seperti porsi dana, 
pembagian hasil usaha 
mudharabah, dan lain-lain. 
2) Rincian jumlah investasi 
mudharabah berdasarkan jenisnya. 
3) Penyajian kerugian investasi 
mudharabah selama periode 
berjalan 
4) Pengungkapan yang diperlukan 
sesuai PSAK 101 tentang 






Penelitian ini dilakukan oleh penulis di PT. 
Bank Sumut Cab. Syariah Medan yang 
beralamat di Jl. Letjen S. Parman No. 50 A 
Medan.  
1. Jenis Data 
Menurut Sugiyono (2007) menyatakan 
bahwa : 
a. Data Primer adalah sumber data 
langsung memberikan data kepada  
pengumpul data. 
b. Data Sekunder adalah sumber yang 
tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Misalnya 
lewat orang lain. 
 
 Data yang diperoleh adalah data sekunder 
dan primer, dimana data yang diperoleh dari 
hasil peninjauan langsung ke perusahaan dan 
melakukan pengamatan langsung. Kemudian 
setelah pengumpulan informasi dilakukan, 
penulis mengolah kembali dan disajikan 
dengan baik. 
2. Sumber Data 
a. Data Internal  
Data internal adalah data yang 
menggambarkan situasi dan    kondisi 
pada suatu organisasi secara internal. 
Misal : data  keuangan, data pegawai, 
data produksi, dsb. 
b. Data Eksternal  
Data eksternal adalah data yang 
menggambarkan situasi serta  kondisi 
yang ada di luar organisasi. Contohnya 
adalah data jumlah penggunaan suatu 
produk pada konsumen, tingkat 
preferensi pelanggan, persebaran 
penduduk, dan lain sebagainya. 
 
Adapun teknik pengumpulan data yang 
dilakukan yaitu : 
1. Teknik Studi Pustaka (Library Research) 
Penelitian kepustakaan diperoleh dengan 
pengumpulan data informasi literature yang 
ada untuk ditelaah maupun bahan lain 
yang mempunyai keterkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
 
2. Teknik Studi Lapangan (Field Research) 
Adapun studi teknik lapangan terbagi atas 
dua yaitu : 
a) Teknik Observasi (Observation) yaitu 
suatu teknik pengumpulan data dengan 
cara meneliti melakukan pengamatan 
langsung terhadap objek yang diteliti. 
b) Teknik Wawancara (Interview) yaitu 
suatu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan oleh peneliti dengan 
berpedomankan pertanyaan-
pertanyaan terhadap subjek yang 
diteliti. 
 
 Metode penelitian yang digunakan oleh 
penulis dalam melaksanakan penelitian adalah 
metode deskriftif yaitu menggambarkan dan 
memaparkan dengan jelas dan terperinci 
mengenai bahasan yang diteliti. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Prosedur Pembiayaan Mudharabah 
Dalam menyalurkan dana pada nasabah 
produk pembiayaan yang disalurkan oleh Bank 
Sumut Cab. Syariah adalah Pembiayaan 
Mudharabah. Pembiayaan mudharabah 
(pembiayaan bagi hasil) adalah pembiayaan 
dimana Bank Sumut Cab. Syariah (sebagai 
shahibul-maal) menyediakan modal kerja dan 
nasabah (sebagai mudharib) mengelola atau 
mengusahakan modal tersebut. Selanjutnya 
antara Bank Sumut Cab. Syariah dan nasabah 
akan berbagi hasil atas pendapatan nasabah 
dalam mengelola usahanya dengan porsi yang 
telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian, 
maka kerugian dalam bentuk uang akan 
ditanggung oleh bank, sedangkan nasabah 
akan menanggung kerugian dalam bentuk 
kehilangan usaha, nama baik (reputasi), dan 
waktu. Setiap tahap pembiayaan mudharabah 
yang dilakukan pada Bank Sumut Cab. Syariah 
memiliki prosedur yang telah ditetapkan oleh 
bank untuk menghindari resiko pembiayaan. 
Adapun prosedur pengajuan pembiayaan 
mudharabah yaitu : 
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1. Nasabah yang selanjutnya disebut sebagai 
mudharib mengajukan usulan pembiayaan 
dengan mengisi formulir permohonan 
pembiayaan mudharabah yang berisi nama, 
alamat, kode pos, telepon, nomor, KTP/SIM, 
melampirkan proposal yang membuat 
gambaran umum usaha rencana atau 
prospek usaha, rincian dan rencana 
penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana 
dan jangka waktu penggunaan dana. 
2. Dengan mengacu pada keterangan yang 
ditulis pada permohonan pembiayaan 
mudharabah customer service memeriksa 
identitas mudharib dan proposal.  
3. Account officer atau marketing menganalisa 
kelayakan proposal yang diajukan pemilik 
usaha, historis usaha pemilik usaha baik 
dari segi kualitatif dan kuantitatif 
4. Bagian administrasi pembiayaan akan 
menganalisa badan hukum pemilik usaha 
dari segi yuridis, kelengkapan atau 
perizinan, keabsaan proyek dan bank 
checking. Hasil pemeriksaan (checking) 
bagian administrasi pembiayaan akan 
disampaikan kepada account officer. 
Selanjutnya bersamaan dengan analisa 
kualitatif dan kuantitatif account officer akan 
melakukan presentasi pada shahibul maal. 
5. Komite pembiayaan untuk memperoleh 
persetujuan. Bila usaha nasabah dianggap 
tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria 
untuk dibiayai, maka proposal beserta 
seluruh dokumen harus dikembalikan pada 
pemilik usaha, dan account officer 
menyampaikan penolakan tersebut kepada 
pemilik usaha. Bila komite menganggap 
proposal tersebut layak untuk dibiayai maka 
komite akan memberikan persetujuan 
khususnya menyangkut : 
a. Jangka waktu 
b. Bagi hasil antara pemilikan proyek 
modal atau investor   
c. Kewajiban pemilik usaha   
d. Kewajiban pemilik modal atau investor   
e. Risiko yang harus diantisipasi oleh 
pemilik modal 
f. Risiko yang dihadapi oleh pemilik usaha  
6. Surat Persetujuan Dari Pemilik Usaha. Surat 
ini menyatakan pendapat bank bahwa 
usaha ini cukup flexible, dan bank bersedia 
membantu pemilik usaha dengan 
memberikan pembiayaan. Inti surat ini 
adalah izin dari seorang pemilik usaha untuk 
pengajuan dana untuk menambah modal 
kerja usahanya. 
7. Jika Account Officer dan Pimpinan Cabang 
menilai bahwa permohonan pembiayaan 
mudharabah layak diproses lebih lanjut, 
maka Account Officer akan menghubungi 
calon mudharib untuk menentukan kapan 
akan dilakukan peninjauan langsung 
kelokasi usaha lokasi jaminan. Jenis-jenis 
jaminan pembiayaan mudharabah antara 
lain : 
a. Jaminan Material 
Jaminan material atau agunan dapat 
berupa benta bergerak dan tidak 
bergerak. 
1) Benda bergerak seperti kendaraan 
bermotor, surat berharga, tabungan, 
simpana giro dan benda bergerak 
lainnya yang dapat diterima sebagai 
jaminan. 
2) Benda tidak bergerak seperti tanah 
berikut bangunan dengan status 
hak milik dan benda tidak bergerak 
lainnya yang dapat diterima sebagai 
jaminan. 
b. Jaminan Immaterial 
Jaminan immaterial dapat berupa 
jaminan perseorangan atau jaminan 
perusahaan. 
8. Pemilik usaha setuju dengan modal yang 
diberikan shahibul maal maka akad 
pembiayaan mudharabah telah terjadi. 
9. Shahibul maal akan menanggung kerugian 
yang timbul secara proporsional dari 
pembiayaan yang dititipkan kepada 
mudharib, kecuali disebabkan karena 
mudharib melanggar akad perjanjian. 
Shahibul maal akan menerima dan 
mengakui kerugian tersebut setelah 
menerima, menilai, kembali dan 
menyampaikan hasil penilaiannya secara 
tertulis kepada mudharib. Shahibul maal 
hanya menanggung kerugian maksimum 
sebesar komitmen shahibul maal. 
10. Mudharib dan shahibul maal sepakat dan 
setuju melakukan perhitungan bagi hasil 
dalam pembiayaan sesuai nisbah yang 
disepakati antara mudharib dan shahibul 
maal.  
Syarat pengajuan pembiayaan mudharabah 
Adapun syarat-syarat pengajuan 
pembiayaan mudharabah  pada Bank Sumut 
Cab. Syariah yaitu : 
1. Pihak yang terkait dengan akad harus 
bercakap hukum. 
2. Tidak temasuk daftar hitam dan termasuk 
dalam debitur pinjaman macet sesuai 
dengan informasi dari Bank Indonesia dan 
Bank Sumut Syariah 
3. Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang 
dan dihindari untuk dibiayai. 
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4. Persyaratan modal harus yang berbentuk 
uang bukan barang yang bersifat tunai 
bukan hutang dan langsung diserahkan 
kepada mudharib. 
5. Kerugian mudharabah menjadi tanggung 
jawab sepenuhnya shahibul maal kecuali 
akibat dari kesalahan penyimpangan yang 
disengaja oleh mudharib, lalai atau 
menyalahi perjanjian. 
Syarat yang diperlukan untuk pengajuan 
permohonan pembiayaan mudharabah adalah 
sebagai berikut : 
1. Syarat Perseorangan: 
a. Mengisi dan menandatangani surat 
Permohonan Pembiayaan 
b. Fotokopi akta pendirian usaha, SIUP, 
SITU, NPWP 
c. Menyerahkan fotokopi KTP/SIM 
(suami/istri), kartu keluarga dan buku 
nikah. 
d. Surat Persetujuan suami atau istri 
e. Melampirkan proposal yang memuat 
gambaran umum usaha, 
rencana/prospek usaha, rincian dan 
rencana penggunaan dana, jumlah 
kebutuhan dana dan jangka waktu 
penggunaan dana   
f. Data Keuangan 
g. Foto copy agunan sepeti sertifikat/ 
BPKB bagi tanah/ bangunan dilengkapi 
dengan foto copy PBB terakhir serta 
diupayakan dilengkapi dengan IMB. 
2. Syarat Badan usaha: 
a. Mengisi dan menandatangani surat 
Permohonan Pembiayaan 
b. Fotokopi akta pendirian usaha , SIUP, 
SITU,TDP, NPWP 
c. Fotokopi KTP pengurus. 
d. Melampirkan proposal yang memuat 
gambaran umum usaha, rencana atau 
prospek usaha, rincian dan rencana 
penggunaan dana, jumlah kebutuhan 
dana dan jangka waktu penggunaan 
dana. 
e. Data keungan 
f. Foto copy agunan sepeti sertifikat atau 
BPKB bagi tanah atau bangunan 
dilengkapi dengan foto copy PBB 
terakhir serta diupayakan dilengkapi 
dengan IMB. 
Fasilitas Pembiayaan Mudharabah dan 
Prinsip Bagi Hasil Usaha 
PT. A memerlukan dana untuk menambah 
modal kerja usaha perdagangannya. Untuk 
keperluan tersebut PT. A mengajukan fasilitas 
pembiayaan kepada Bank Sumut Cab. Syariah 
Medan dengan total kebutuhan dana Rp. 
100.000.000,- Setelah dilakukan analisa 
keuangan, maka disetujui fasilitas mudharabah 
oleh Bank Sumut Cab. Syariah Medan kepada 
PT. A, dengan persyaratan fasilitas 
mudharabah sebagai berikut : 
1. Plafond : Rp. 100.000.000,- 
2. Jangka Waktu : 24 bulan 
3. Nisbah Bagi Hasil : 20% untuk bank  
       dan 80% untuk 
    nasabah (PT. A) 
4. Obyek Bagi Hasil : Laba Bersih 
5. Pembayaran Bagi Hasil : Dilaksanakan  
    setiap akhir bulan 
6. 1 % dari jumlah pembiayaan yang diajukan 
disisihkan untuk tabungan pengembalian 
pembiayaan (disimpan pada  rekening 




a. 1% x Rp 100.000.000,- = Rp. 1.000.000,- 
b. Angsuran yang dilunasi tiap bulan selama 
24 bulan 
Angsuran  = Rp. 100.000.000,- / 24 
  = Rp. 4.666.667,- 
c. Hasil usaha perdagangan PT. A adalah: 
Penjualan  10.000.000,- 
Biaya-biaya    8.000.000,- 
 Laba bersih        2.000.000,- 
d. Laba bersih Rp. 2.000.000,- dibagi antara 
bank dan nasabah atas dasar nisbah yang 
disepakati dalam akad mudharabah. 
Berikut perhitungan pembagian hasil 
usaha: 
Bank = 20% x Rp. 2.000.000 
= Rp. 400.000,- 
Nasabah = 80% x Rp. 2.000.000  
= Rp. 1.600.000,- 
 
Pencatatan Akuntansi Pembiayaan 
Mudharabah 
Ketentuan hukum dalam Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No. 14/DSN MUI/1X/2000 
Tentang Sistem Bagi Hasil dalam Lembaga 
Keuangan Syariah. 
1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan 
sistem Accrual Basis maupun Cash Basis 
dalam administrasi keuangan. 
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (Al-ashlah), 
dalam pencatatan sebaiknya digunakan 
sistem Accrual Basis. Akan tetapi, dalam 
distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan 
atas dasar penerimaan yang benar-benar 
terjadi (Cash Basis). 
3. Penetapan sistem yang dipilih harus 
disepakati dalam akad. 
Pada prinsipnya, dalam akuntansi 
dikarenakan alasan kehati-hatian, pengakuan 
pendapatan biasanya diterapkan pencatatan 
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secara cash basis sedang pengakuan biaya 
secara accrual basis. 
Berdasarkan keterangan diatas, jurnal 
pembiayaan mudharabah pada Bank Sumut 
Cab. Syariah Medan sebagai pemilik dana 
adalah : 
a. Pada saat pencairan dana mudharabah 
Jurnalnya : 
Dr. Piutang pembiayaan  
mudharabah      Rp. 100.000.000 
Cr. Kas            Rp. 100.000.000 
b. Pada saat pengembalian pokok pinjaman 
beserta bagi hasil usaha 
 
Jurnalnya : 
Dr. Kas       Rp. 5.066.667,-  
 Cr. Pokok pembiayaan  
 mudharabah             Rp. 4.666.667,- 
 Cr. Bagi hasil pembiayaan 
  mudharabah             Rp.    400.000,- 
 
Prinsip dan Perhitungan Pembagian Hasil 
Usaha (PSAK 105 Par 11) 
Pembagian hasil usaha mudharabah 
dapat dilakukan berdasarkan pengakuan 
penghasilan usaha mudharabah dalam praktik 
dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil 
atas realisasi penghasilan hasil usaha dari 
pengelola dana. Tidak diperkenankan 
mengakui pendapatan dari proyeksi hasil 
usaha. Untuk menghindari perselisihan dalam 
hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola 
dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya 
apa saja yang dapat dikurangkan dari 
pendapatan. 
PT. C memiliki perjanjian mudharabah 
dengan Bank Al Taufik selama 1 tahun dengan 
pola bagi hasil atas laba operasi 70% dan 30% 
senilai Rp 10.000.000,-. Pada akhir tahun 
pertama menghasilkan pendapatan yang 
dibiayai oleh dana mudharabah adalah Rp 
10.000.000 dan total beban Rp 250.000.000,-. 
Perhitungan: 
a. Angsuran yang dilunasi tiap bulan selama 
12 bulan 
 Angsuran  = Rp. 10.000.000,- / 12 
= Rp. 833.333,- 
b.  Hasil usaha perdagangan PT. C : 
 Penjualan Rp.1.000.000 
 HPP (Rp   650.000) 
 Laba kotor Rp.   350.000 
 Biaya-biaya (Rp    250.000) 
 Laba (rugi) bersih Rp.   100.000 
 
 Perhitungan bagi hasil : 
 Metode profit sharing dengan nisbah bank     
 
syariah : pengelola = 30:70 
 
Bank syariah : 30 % x Rp.100.000  
 = Rp. 30.000 
Pengelola    : 70 % x Rp.100.000  
 = Rp. 70.000 
 
Perlakuan Akuntansi (PSAK 105) 
Investasi mudharabah dalam bentuk kas 
diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 
1. Jurnal pada saat penyerahan kas : 
Dr. Investasi mudharabah Rp. 10.000.000 
Cr. Kas              Rp. 10.000.000 




 Dr. Kas    Rp. 863.333,- 
  Cr. Piutang  
  pendapatan bagi hasil     Rp. 833.333,- 
  Cr. Pendapatan bagi  





Adapun kesimpulan yang diperoleh 
penulis berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan antara lain : Mekanisme prosedur 
bagi hasil yang digunakan PT. Bank Sumut 
Cabang Syariah Medan bagus karena metode 
bagi hasil dan perhitungannya sesuai dengan 
ketentuan jika akad mudharabah melebihi satu 
periode pelaporan, penghasilan usaha diakui 
dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai 
nisbah yang disepakati (PSAK 105 Par 20). 
Perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT. 
Bank Sumut Cabang Syariah Medan adalah 
untuk pengakuan pendapatan dicatat secara 
cash basis sedang pengakuan biaya dicatat 
secara accrual basis telah sesuai dengan 
ketentuan PSAK 105 tentang akuntansi 
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